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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 90 TAHUN 2013

TENTANG

PENGENAAN DAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUI}JAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN KEPADA RUMAH SAKIT SWA$TA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKART

-

Menimbang

Mengingat

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b Pe aturan Daerah
•Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangu an Perdesaan

dan Perkotaan. objek pajak yang digunakan sern ta-mata untuk
melayani kepentingan umum di bidang kesehata yang tidak
dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan tidak di enakan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

b. bahwa berdasarkan perkembangan kondisi saat ini, rum~h sakit swasta
yang dalam menjalankan usahanya selain melakuka fungsi sosial
di bidang pelayanan kesehatan untuk menunjang prog am kesehatan
nasional, juga menitikberatkan pada upaya mencari keu tungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana ditaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gu ernur tentang
Pengenaan dan Pengurangan Pajak Bumi dan Ban£lu an Perdesaan
dan Perkotaan Kepada Rumah Sakit Swasta;

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeriptahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan L)ndang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang IPemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai I~ukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah!Sakit;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang IPembentukan
Peraturan Perundang-undangan;
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6. Peraturan Pemerintah Nemer 91 Tahun 2010 tent$ng Jenis Pajak
Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau
Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;

7. Peraturan Daerah Nemer 10 Tahun 2008 tent~ng Organisasi
Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Nemer 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum
Pajak Daerah;

9. Peraturan Daerah Nemer 16 Tahun 2011 tentang I!'ajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perketaan;

10. Peraturan Gubernur Nemer 34 Tahun 2009 tentang IOrganisasi dan
Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak;

11. Peraturan Gubernur Nomer 29 Tahun 2011 tentan<b Pembentukan
Organisasi Unit Pelayanan Pajak Daerah;

12 Peraturan Gubernur Nomer 187 Tahun 2012 tenta~ Pembebasan
Biaya Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah bebe apa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Gubernur Nemor 39 Tahun 013;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNURTENTANG PENGENAAN DAN AENGURANGAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DANI PERKOTAAN
KEPADA RUMAH SAKIT SWASTA.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakart

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat paerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Previnsi Daerah ~husus Ibukota
Jakarta.

4. Dinas Pelayanan Pajak adalah Dinas Pelayanan IPajak Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Kepala Dinas Pelayanan Pajak adalah Kepala Dinas f1elayanan Pajak
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi baerah Khusus
Ibukota Jakarta.
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7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Keaehatan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

r-,

8. Suku Dinas Pelayanan Pajak adalah Suku Dinas F\elayanan Pajak
pada Kota Administrasi.

9. Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak adalah Kepala Suku Dinas
Pelayanan Pajak pada Kota Administrasi.

10. Unit Pelayanan Pajak Daerah yang selanjutnya ~isingkat UPPD
adalah Unit Pelayanan Pajak Daerah Dinas Pelaya~an Pajak yang
berada di wilayah Kecamatan.

11. Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah adalah Kep~la UPPD yang
berada di wilayah Kecamatan.

12. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ang selanjutnya
disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau angunan yang
dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pri adi atau badan
pada sektor perdesaan dan perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan
untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pe ambangan.

13. Objek Pajak Perdesaan dan Perkotaan adalah objek ajak Bumi danl
atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau di anfaatkan oleh
orang pribadi atau badan, kecuali objek Pajak Bumi dan Bangunan
sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

14. Rumah Sakit Swasta adalah institusi pelayanan k!Sehatan yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan s cara paripuma
yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat ja an dan gawat
darurat yang dikelola oleh Badan Hukum dengan tuj an profit yang
berbentuk Perseroan Terbatas atau Persero.

ang terhutang
aerah (STPD)

Pengurangan PBB-P2 adalah pengurangan PBB-P2
dalam SPPT atau SKPD atau Surat Tagihan Pajak
PBB-P2.

17.

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya c\isingkat SKPD
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan b~sarnya jumlah
pokok pajak yang terhutang.

16. Surat Pemberitahuan Pajak terhutang yang Selanjtnya disingkat
SPPT adalah surat yang digunakan untuk member tahukan besar
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ang terhutang
kepada Wajib Pajak.

BAB II

PENGENAAN DAN PENGURANGAN PBB-~
KEPADA RUMAH SAKIT SWASTA

Bagian Kesatu

Pengenaan PBB-P2

Pasal2

(1) Bumi dan/atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai at~u dimanfaatkan
oleh Rumah Sakit Swasta Institusi Pelayanan Sosial Ivla yarakat (IPSM)
dikenakan PBB-P2 sebesar 50% (lima puluh per3e ) dari PBB-P2
yang seharusnya terhutang.
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(2) Rumah Sakit Swasta Institusi Pelayanan Sosial rvIa~yarakat (IPSM)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kriterla ;

a. minimal 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah tempat tidur
digunakan untuk pasien yang tidak mampu; dan

b. Sisa Hasil Usaha (SHU) digunakan untuk relnvestasi dalam
rangka pengembangan Rumah Sakit dan tidak ~igunakan untuk
investasi di luar Rumah Sakit.

Pasal3

Bumi dan/atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai at u dimanfaatkan
oleh Rumah Sakit Swasta Pemodal yang bukan Institusi P layanan Sosial
Masyarakat (IPSM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan
didirikan oleh suatu badan yang berbentuk perseroan ter atas dikenakan
PBB-P2 sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perun ang-undangan.

Bagian Kedua

Pengurangan

Pasal4

(1) Rumah Sakit Swasta Institusi Pelayanan Sosial tv.a yarakat (IPSM)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), apat diberikan
pengurangan PBB-P2 paling tinggi sebesar 50% (lim puluh persen)
dari jumlah PBB-P2 yang seharusnya terhutang de gan ketentuan
Rumah Sakit Swasta Institusi Pelayanan Sosial Ma yarakat (IPSM)
dimaksud menerima atau memberikan pelayanan Kartu Jakarta
Sehat (KJS).

(2) Pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud ada ayat (1),
didasarkan pada permohonan secara tertulis deng n melampirkan
bukti surat keterangan yang menerangkan bahw Rumah Sakit
Swasta Institusi Pelayanan Sosial Masyarakat (I SM) tersebut
menyelenggarakan pelayanan Kartu Jakarta Sehat ( JS) dari Dinas
Kesehatan.

Pasal5

(1) Rumah Sakit Swasta Pemodal yang bukan Institusi Pf,ayanan Sosial
Masyarakat (IPSM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat
diberikan pengurangan sebesar 25% (dua pulu lima persen)
dengan syarat Rumah Sakit tersebut menerima at u memberikan
pelayanan Kartu Jakarta Sehat (KJS).

(2) Pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud lada ayat (1),
didasarkan pada permohonan secara tertulis deng n melampirkan
bukti surat keterangan yang menerangkan bahw Rumah Sakit
Swasta Pemodal tersebut menyelenggarakan p layanan Kartu
Jakarta Sehat (KJS) dari Dinas Kesehatan.

(3) Atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki/dikuasaiJdi anfaatkan oleh
Rumah Sakit Swasta, tetapi secara nyata tidak dim nfaatkan untuk
pelayanan kesehatan atau secara langsung yang erletak di luar
lingkungan Rumah Sakit Swasta tetap dikenakan PBB P2 sepenuhnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-uncla gan.
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BAB III

TATA CARA PENGENAAN DAN PENGURANGAN PBB-P2

Bagian Kesatu

Pengenaan

Pasal6

(1) Pengenaan PBB-P2 kepada Rumah Sakit Swasta In~itUSi Pelayanan
Sosial Masyarakat (IPSM) sebagaimana dimaksu dalam Pasal 2
ayat (1), dengan cara menerbitkan SPPT PBB-P2 se esar 50% (lima
puluh persen) dar! PBB-P2 yang seharusnya terh tang dari basis
data PBB-P2 yang ada.

(2) Terhadap Rumah Sakit Swasta Institusi Pelayanan s~sial Masyarakat
(IPSM) yang belum pernah diterbitkan SPPT PBB-P , maka PBB-P2
Terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), idasarkan pada
Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah (SPOPD).

(3) Terhadap Rumah Sakit Swasta Pemodal yang I belum pernah
diterbitkan SPPT PBB-P2, maka PBB-P2 terhutang ~idasarkan pada
Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah (SPOPD).

Bagian Kedua

Tata Cara Pengurangan

Paragraf 1

Persyaratan Permohonan

Pasal 7

(1) Pemberian pengurangan PBB-P2 kepada Ruma Sakit Swasta
Institusi Pelayanan Sosial Masyarakat (IPSM) cia Rumah Sakit
Swasta Pemodal yang bukan Institusi Pelayanan So ial Masyarakat
(IPSM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1) dan Pasal 5
ayat (1), berdasarkan permohonan tertulis yang paling sedikit
memuat:

1. nama dan alamat Wajib Pajak/Direktur sesual dengan yang
tercantum dalam SPPT/SKPD;

2. Nomor Objek Pajak (NOP);

3. alamat Objek Pajak; dan

4. Tahun PBB-P2 terhutang yang dimohon pengurar)gan.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1(1), dilengkapi
persyaratan sebagai berikut :

1. fotokopi Akta Pendirian dan Perubahan Rumah S$kit;

2. fotokopi identitas Wajib PajaklPemohon;
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3. fotokopi SPPT PBB-P2; dan

4. Surat PenunjukanlPenetapan Rumah Sakit sebagai peserta Kartu
Jakarta Sehat (KJS) dari Dinas Kesehatan.

(3) Pengajuan permohonan pengurangan PBB-P2 dilakukan dalam
jangka waktu paling lama:

a. 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT P

b. 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPO;

c. 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya keberattln PBB-P2;

d. 3 (tiga) bulan sejak tanggal terjadinya bencana ~Iam; atau

e. 3 (tiga) bulan sejak tanggal terjadinya seba~ lain yang luar
biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat men njukkan bahwa
dalam jangka waktu tersebut tidak dapat ipenuhi karena
keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Permohonan diajukan untuk 1 (satu) SPPT PBB-P2 ata~ 1 (satu) SKPO.

(5) Tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun pajak sr,belumnya atas
objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali alam hal objek
pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang lu r biasa.

(6) Bentuk surat permohonan pengurangan PBB-P2 sebag~imana dimaksud
pada ayat (1), sesuai format 1 dalam Lampiran Peraturlm Gubemur ini.

Paragraf 2

Kewenangan Penyelesaian Pengurangan

Pasal8

(1) Gubernur mendelegasikan kewenangan penyelesaiar pengurangan
PBB-P2 kepada :

a. Kepala UPPO menyelesaikan permohonan pengurangan PBB-P2
sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus Jut? rupiah);

b. 'Kepala Suku Oinas Pelayanan Pajak menyeleSaik~n permohonan
pengurangan PBB-P2 di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 ( ua miliar lima
ratus juta rupiah); dan

c. Kepala Oinas Pelayanan Pajak menyelesaiJ<at permohonan
pengurangan PBB-P2 di atas Rp 2.500.000.00000 (dua miliar
lima ratus juta rupiah).

(2) Permohonan pengurangan PBB-P2 dari Wajib Paja yang diterima
oleh UPPD atau Suku Dinas Pelayanan Pajak atau Oi as Pelayanan
Pajak yang bukan kewenangannya sebagaimana imaksud pada
ayat (1), maka permohonan tersebut diterima dan elit uskan kepada
UPPO atau Suku Oinas Pelayanan Pajak atau Oi as Pelayanan
Pajak yang berwenang.
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Penyampaian permohonan pengurangan PBB-i
dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lama 7
sejak diterimanya permohonan.

Paragraf 3

Penelitian Administrasi dan Lapangan

Pasal9

sebagaimana
tujuh) hari kerja

;-

(1) Berdasarkan permohonan pengurangan PBB-P~ sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8, UPPD atau Suku Dinas elayanan Pajak
atau Dinas Pelayanan Pajak melakukan penelit an administrasi
permohonan dan persyaratan permohonan, de gan ketentuan
sebagai berikut :

a. mengembalikan permohonan kepada waif Pajak jika
permohonan dan persyaratan permohonan tidak engkap; dan

b. memproses pemberian pengurangan PBB-P2 j a permohonan
dan persyaratan permohonan lengkap lampirann a.

(2) Pengembalian permohonan sebagaimana dimaksutpada ayat (1)
huruf a, dilakukan secara tertulis dengan meny butkan alasan
pengembalian permohonan yang disertai dengan ta da terima.

(3) Pengajuan permohonan yang disampaikan melalui pqs, pengembalian
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat
disampaikan melalui pos.

(5) Tanda terima pos merupakan tanda terima penyampcjian permohonan
dari Wajib Pajak.---

(4) Wajib Pajak yang dikembalikan permohonanny
dimaksud pada ayat (2), dapat mengajukan kem
pengurangan PBB-P2 setelah melengkapi kekuran
permohonan.

sebagaimana
Ii permohonan
an persyaratan

Pasal 10

(1) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalarn pasal 9 ayat (1),
meliputi seluruh persyaratan permohonan.

(2) Bentuk formulir penelitian administrasi sebagaimana! dimaksud pada
ayat (1), sesuai format 2 dalam Lampiran Peraturan <l;ubernur ini.

Pasal11

(1 )

(2)

UPPD atau Suku Dinas Pelayanan Pajak atau
Pajak dapat melakukan penelitian di lapangan
kebenaran keadaan subjek dan objek pajak.

Hasil penelitian lapangan dibuatkan berita acara
ditandatangani juga oleh Wajib Pajak atau Kuasan
laporan hasil penelitian.

nas Pelayanan
untuk menguji

penelitian yang
dan membuat

(3) Bentuk Berita Acara Penelitian dan Laporan Hasil Flenelitian sesuai
format 3 dan format 4 dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
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Pasal 12

Penelitian administrasi dan lapangan sebagaimana dimaksu~ dalam Pasal10
dan Pasal 11 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) ha~i kalender sejak
diterimanya permohonan yang telah lengkap.

Paragraf 4

Keputusan Pengurangan

Pasal13

(1) Kepala UPPD atau Kepala Suku Dinas Pelayanan P1jak atau Kepala
Dinas Pelayanan Pajak dalam jangka waktu palin lama 6 (enam)
bulan sejak diterimanya permohonan memberi keputus n pengurangan.

(2) Keputusan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pelaya n PajaklKepala
Suku Dinas Pelayanan PajaklKepala Unit Pelayanan Pajak Daerah.

(3) Bentuk Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajaklf( pala Suku Dinas
Pelayanan PajaklKepala Unit Pelayanan Pajak aerah tentang
Pengurangan PBB-P2 sesuai format 5 Lampiran PeralJr n Gubemur inL

Pasal 14

(1) Keputusan pengurangan sebagaimana dimaksud ~alam Pasal 13,
diambil sendiri oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

(2) Dalam hal permohonan dilakukan melalui pos, keputulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Wajib Pajak atau
kuasanya melalui pos.

(3) Penyampaian Keputusan Pengurangan SebagaimanJ dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), disertai dengan tanda terima.

(4) Pengiriman keputusan melalui pos merupakan bu~ti penyampaian
keputusan kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

a. pembayaran PBB-P2 yang telah dibayarkan oleh ~ajib Pajak atau
kuasanya sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tidak dapat
diajukan permohonan pengurangan PBB-P2 atau tida dapat diajukan
restitusi atau kompensasL

b. permohonan pengurangan PBB-P2 yang telah diajlkan oleh Wajib
Pajak Rumah Sakit Swasta sebelum berlakunya 'Peratu an Gubemur ini,
dapat diberikan pengurangan PBB-P2 sebagaimana imaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) sesuai dHn an kriteria dan
persyaratan yang diatur dalam Peraturan Gubernur inL
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BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diund~ngkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengun~angan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daera~ Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2013

GUBERNUR PROVINSI DiRAH KHUSUS
IBUKOTA JAKJ~TTA,

Ttd.

JOKOWIDOD
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2013

PIt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2013 NOMOR 61015

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIB~M SEKRETARIAT DAERAH
PROVIN8(~/WUSUS IBUKOTA JAKARTA,

.......
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Lampiran : Peraturan Gubernur Provi si Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 90 TAHUN 2013
Tanggal 22 Agustus 2013

CONTOH FORMAT

No. Format Judul

1. Format 1 Surat Permohonan Pengurangan PB ~-P2

2. Format 2 Formulir Penelitian Administrasi

3. Format 3 Berita Acara Penelitian

4. Format 4 Laporan Hasil Penelitian

5. Format 5 Keputusan Kepala Dinas Pelayan n PajaklKepala
Suku Dinas Pelayanan Pajak/Kepal Unit Pelayanan
Pajak Daerah tentang Pengurangan ~BB-P2 Kepada
Rumah Sakit Swasta

GUBERNUR PROVINSI DA RAH KHUSUS
IBUKOTA JAKA TA,

TId.

JOKOWIDODP



FORMAT 1

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal : Permohonan Pengurangan PBB.P2

Rumah Sakit Swasta .

Jakarta,

Kepada

Yth. Kepala Oinas PelayanJan PajaklKepala
Suku Oinas Pelayana~ Pajak ..
IKepala UPPO ......

di

Jakarta

-

,,-

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor ....... Tahun ...... teftang Pengurangan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkolaan (PBB.P2) atas R mah Sakit Swasta
........ , bersama ini kami mengajukan permohonan Pengurangan PBB-P sebagai berikut :

Yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama Rumah Sakit Swasta:

2. Alamat

3. Kelurahan

4. Kecamatan

5. Kabupaten/Kota')

6. Nomor Telepon

Sebagai Wajib PajakIWajib Pajak Badan/Kuasa Wajib Pajak'), atas obje* pajak:

1. Nomor Objek Pajak

2. Alamal objek PBB-P2

3. Tahun PBB-P2 Terhutang

Oemikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan dan ,las perhatiannya
diucapkan terima kasih.

Hormai kami
Rumah Sakit Swasla .

Keterangan
') coret yang tidak perlu
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FORMAT 2

FORMULIR PENELITIAN ADM1N1STRASI PERSYARATAN PERMOHONAN P~NGURANGAN
PBB-2 RUMAH SAKIT SWASTA .

N Persyaralan PBB-P2 Penelilian Persvaratan ••,
o Ada Tidak Ada Keteranaan

1 Permohonan dibuat secara lertulis dalam
bahasa Indonesia yang disertai dengan
alasan dan dilandangani oleh wajib pajak
alau kuasa

2 Sural Kuasa bermelerai cukup apabila
oermohonan dikuasakan

3 Idenlilas wajib pajaklKTP
identilas pemilik atau direksi alau yang
dikuasakan

4 Nama dan alamal Wajib PajakiDirektur
sesuai dengan yang lercanlum dalam
SPPT PBB-P2/SKPD

5 Nomor Obiak Paiak lNOP)
6 Alamal Obiek Paiak
7 Fotokooi Akta Pendirian alau Perubahan
8 Tahun PBB-P2 Terhulang yang dimohon

nenauranaan
9 Persyaralan Permohonan PBB-P2 yang

dilampirkan :
1) Folokopi Akla Pendirian dan Perubahan

Rumah Sakil
2) Fotokopi idenlilas Wajib PajakiPemohon

Rumah Sakit
3) Folokopi SPPT PBB-P2 Rumah Sakil
4) Surat Penunjukkan/Penelapan Rumah

Sakil sebagai peserta KJS dari Dinas
Kesehalan

10 Besaran oemberian Denauranaan PBB-P2 % l )

KelERANGAN :
<0) ada/tidak ada dlberi landa (~)

Peneliti

(t ama Jelas)



DINAS PELAYANAN PAJAK
PROVINSI DKI JAKARTA

UPPD/SUKU DINAS/DINAS PELAYANAN PAJAK')

LAPORAN HASIL PENElITIAN LAPANGAN
Nomor:

Surat Peliiltali Togas r~QlfiOi

Tanggal Penelitian

I. Data mengenai Wajib Pajak atau Penanggung Pajak:

1. NOP PBB-P2 : CD IT] [II] DTI CIIJ CCCIJ 0
2. NPWPD : D ITIJ DOD D COD
3. No. Sen SPPTI SKPD ')
4. Alamat RT/RW:

Kelurahan
Kecamatan
Kota Administrasi

5. Nama dan alamat
Ahli Waris Wajib Pajak 1.

2.
3.

6. Pekerjaan/Usaha
7. Nama/Merk Perusahaan

Alamat
Nomer Telepon
Alamat Cabang 1.

2.
3.

Nama, jabatan dan alamat
pengurus menurul akte
notaris terakhir

FORMAT 3

( L
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... _.- ".~ .. .............. " ........ , ...............

NO. TAHUN NO & TGL
JUMLAH PBB-P2 JUMLAH PBB-P2 YG TELAH JUMLAH SISA

PAJAK NOP PBB-P2
SPPT PBB-21 SKPO· YG HARUS OIBAYAR PIUTANG

OIBAYAR TANGGAL Rn. PBB-P2

1 2 3 4 5 6 7 8

Catatan: Fotokopi SPPT PBB-21 SKPO/Sural Tanda Terima Setoran (STTS) agar dilampirkan

III. Oata lainnya yang berkenaan dengan penagihan:
1. Keputusan angsuran/penundaan pembayaran pajak
2. Surat Keberalan/Banding
3. Nomor dan Tanggal Sural Teguran
4. Nomor dan Tanggal Surat Paksa
5. Nomor dan Tanggal Sural Perinlah Sita dan Risalah Sila
6. Tanggal Pelelangan

IV. Hasil Penelitian Administras/:

V. Lampiran (sural-sural yang dianggap penling):
1.
2.
3.

l l



VI. Kesimpulan dan Usul:

Mengelahui,
KASI UPPO/SUKU OINASIDINAS PELAYANAN PAJAK')

NIP.

Keterangan :
'j Corel yang lidak perlu

c--'
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PENELiTi I

NIP.

Menyelujui,
KEPALA OINAS/KEPALA SUKU OINAS/KEPALA

UPPO')

NIP.

l

PENELiTIIi

NIP.



FOHMAT 4

BERITA ACARA
PENELITIAN PENGURANGAN PBB.P2

KEPADA RUMAH SAKIT SWASTA .

NOMOR: .

Pada hari ini tanggal. bulan....................• tahun j yang
bertanda tangan di bahwa ini :

Nama ......................... NIP . .

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala UPPD/Suku DinaslDinas Pelayanan Pajak ~omor
.............................. tanggal , , telah mengadakan penelilian lapang n alas
objek pajak yang lelah dikemukakan dalam Sural Pengurangan PBB.P2 dari Wajlb Pajak
tanggal perihal Permohonan Pengurangan PBB-P2 Rumah Sakil wasta
....................... tahun alas:

1. Nama Wajib Pajak

2. Alamal Wajib Pajak

3. Alamat Objek Pajak

4. SPPT Tahun

(' 5. Pajak Terhutang

· .

....................................................................................

· , -.

.....................................................................................

· , .
................... , .
........ , .

Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dengan mengingat SUMPAH JABATAN.

Jakarta,

,-.

Wajib Pajak

Nama

Menyetujui

Kepala UPPD/Kepaia Suku
Dinas/Kepala Bidang

Nama
NiP .

Kel
')Coret yang tldak perlu

Peneliti

Nama
NiP .

Menyelujui

Kepala Seksi UPPD/Suku Dinas/Dinil!S
Pelayanan Pajak*)

Nama
NiP .



FORIt1AT 5

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAKlKEPALA SUKU DINAS PELAYANAN
PAJAKlKEPALA UNIT PELAYANAN PAJAK DAERAWj

NOMOR .

TENTANG

PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
KEPADA RUMAH SAKIT SWASTA .

KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAKlKEPALA SUKU DINAS PELAYANAN PAJAKlKEPALA UNIT
PELAYANAN PAJAK DAERAH.

Menimbang

~

Mengingat

r
\.

Menetapkan

KESATU

a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Gubernur Nomor..... Tahu
tentang Pengenaan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan atas Rumah Sakit Swasta;

b. bahwa berdasarkan dengan surat permohonan pengurangan Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas nama Wajib ajak
.......................... nomor tanggal yang dit rima
Dinas/Suku Dinas/UPPD berdasarkan tanda t rima
nomor tanggal bulan tahun .
atas SPPT/SKPDO) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perk taan
Nomor Tahun Pajak dan dengan mempertimba gkan
penelitian administrasi pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perd saan
dan Perkotaan Nomor tanggal perlu diter itkan
keputusan atas permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Ban nan
Perdesaan dan Perkotaan dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf~dan
huruf b. perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pelayanan jak/
Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak/Kepala Unit Pelayanan Pajak D erah
tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perk taan
Kepada Rumah Sakit Swasta;

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan D~erah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Un~ang

Nomor 12 Tahun 2008;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Prqvinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan ReoUblik
Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeratlJran
Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retrlbusi
Daerah;

5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum P,ajak
Daerah;

6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan;

7. Peraturan Gubernur Nomor Tahun tentang Pengenaan Idan
Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kedada
Rumah Sakit Swasta;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAKlKEPALA SUKU DltS
PELAYANAN PAJAKlKEPALA UNIT PELAYANAN PAJAK DAE H
TENTANG PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDES N
DAN PERKOTMN KEPADA RUMAH SAKIT SWASTA .

Memberikan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
Perkotaan Terhutang yang tercantum dalam SPPT PBB-P2ISKPD O} no
.............. Tahun Pajak :



Rp ........................•.......---

KEDUA

KETIGA

2

a. Wajib Pajak
Nama
Alamat
Kelurahan
Kecamatan

b. Objek Pajak
NOP
Alamat objek pajak

Kelurahan .
Kecamatan : "1
Kabupaten/Kota Administrasi : .

Besarnya pengurangan PBB-P2 yang Terhutang sebesar 1.... %
(. persen) dari PBB-P2 yang Terhutang.

Besarnya PBB-P2 yang harus dibayar atas penetapan sebagaimana c1imaksud
pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. PBB-P2 yang Terhutang menurut SPPT/SKPD Rp ........................•.......
PBB-P2°)

b. Besarnya pengurangan PBB-P2
( % X Rp )

c. Jumlah PBB-P2 yang Terhutang
setelah pengurangan (a-b) Rp .
( )

Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Kep~tusan

Kepala Dinas Pelayanan Pajak/Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak/Kepa a Unit
Pelayanan Pajak Daerah ini, Keputusan ini akan dibetulkan sesuai ket ntuan
peraturan perundang-undangan.

r--

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Pelayanan PajaklKepala Suku Dinas Pelayanan IPajaki
Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetap~an.

Ditetapkan di ..
pada tanggal .

Kepala Dinas/Kepala Suku Dinas/Kepala UFtPD:)

NIP ..

Tembusan:

1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas/Suku Dinas/UPPD 0)

Keterangan :
0) corel yang tidak perlu


